
 

 

Nomor : 135/PM.00.02/K.KL-02/06/2024 Malinau , 25 Agustus 2024 

Lampiran : 1 (satu)  

Sifat : Penting  

Hal : IMBAUAN   

 

Kepada Yang Terhormat 

Ketua/Pimpinan Partai Politik  

Se Kabupaten Malinau 

di- 

Tempat 

 

A. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana di rubah terakhir 

menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2o14 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- 

Undang Menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang 

Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana di 

Rubah terakhir menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

6. Surat edaran badan pengawas pemilihan umum Republik indonesia nomor 81 

tahun 2024 tentang pengawasan pencalonan pada pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024; 

7. Surat KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Pelaksanaan Tahapan 

Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 64 Tahun 

2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara SAH Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mendaftarkan Pasangan 

Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 

2024. 

 

B. Imbauan : 

Bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan Sengketa 

Proses Pemilu pada Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, 

Bawaslu Kabupaten Malinau menyampaikan imbauan untuk menjadi perhatian 

sebagaimana berikut : 

1. Bahwa berdasar ketentuan umum pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang. Berbunyi, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya 

disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”; 

2. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 

2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbunyi, “Setiap warga 

negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan 

dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”; 

3. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berbunyi, “(1) Tugas dan 

wewenang Bawaslu Provinsi adalah : (a) mengawasi tahapan penyelenggaraan 

Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi : 2. pencalonan yang berkaitan 

dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur”, Jo 



ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota. Berbunyi, “Dalam melakukan pengawasan pendaftaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota 

melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran 

pencalonan”; 

4. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang. Berbunyi, “ayat (1). Partai Politik atau gabungan Partai 

Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota. dan ayat (4). Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan 

kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam 

proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota”; 

5. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 187B dan pasal 187C Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang. Berbunyi, “Anggota Partai Politik atau anggota 

gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan 

hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 

(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan 

dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. dan “Setiap orang atau Lembaga 

yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi 

imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, 

pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 

Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 

(5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan 

dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”; 

6. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-



Undang. Berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan 

yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang 

sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon 

Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon 

Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan 

denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling 

banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”; 

7. Bahwa Partai Politik atau Gabungan Prtai Politik pada saat mendaftarkan Bakal 

Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kantor KPU Kabupaten Malinau dilarang 

menggunakan Fasilitas Negara dan/atau Fasilitas Pemerintah serta menghindari 

ujaran kebencian terhadap pribadi seseorang, suku, agama, ras, golongan, Bakal 

Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya; 

8. Bahwa Partai Politik atau Gabungan Prtai Politik pada saat mendaftarkan Bakal 

Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kantor KPU Kabupaten Malinau dilarang 

melibatkan pihak-pihak yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan; 

9. Bahwa berdasarkan poin-poin diatas, Bawaslu Kabupaten Malinau, Mengingatkan 

kepada Partai Politik untuk memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya, apabila ditemukan Dugaan Pelanggaran Pengawas Pemilu 

akan melakukan Penindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan 

kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan ; 

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara 

2. Arsip 

  

K E T U A, 

 

 

 

DONNY, S.Th., M.H 



 

 

Nomor : 135/PM.00.02/K.KL-02/06/2024 

Lampiran : 1 (satu) 

Sifat  : Penting 

Hal  : IMBAUAN 
 

Kepada Yang Terhormat : 

1. Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Malinau  
 

No. 

Urut 
Nama Partai Politik  

1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

2 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 

3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

4 Partai Golongan Karya (GOLKAR) 

5 Partai NASDEM 

6 Partai BURUH 

7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) 

8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

9 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 

10 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 

11 Partai Garuda Republik Indonesia (GARUDA) 

12 Partai Amanat Nasional (PAN) 

13 Partai Bulan Bintang (PBB) 

14 Partai DEMOKRAT 

15 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

16 Partai PERINDO 

17 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

24 Partai UMMAT 

 


